BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR: 2C TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA SKPD)
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,
e Menimbang - a. bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENSTRA SKPD) Kabupaten Musi Rawas adalah merupakan
rencana pembangunan lima tahunan pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah  Kabupaten Musi Rawas yang
menggambarkan Visi, Misi, Program, Tujuan Strategis dan
Kegiatan SKPD yang mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2010-2015;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENSTRA SKPD) Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

& - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RENSTRA SKPD) Kabupaten Musi Rawas periu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Negara Rl Nomor 4355),

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI
Tahun 200 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor

4421)
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomeor 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437). sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tengang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Rl Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang,
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2010 Nomor 7);

Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas; 1



2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas.

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Musi
Rawas yang selanjutya disebut RENSTRA SKPD Kabupaten Musi
RAwas adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan disetiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Kabupaten Musi Rawas
untuk jangka 5 (Lima) tahun.

BAE Il
PERIODESASI
Pasal 2

Periodesasi dari Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENSTRA-SKPD) di mulai tahun 2010 = 2015.

BAB Il
SISTEMATIKA
Pasal 3

Naskah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(RENSTRA-SKPD) Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika
sebagai berikut :
a. BABI PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan
b. BABIlT GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

2.2. Sumber Daya SKPD

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

2.4  Sistematika Penulisan
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c. BAB Il ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1. Indentifikasi Permasalahan Pendapatan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD.
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih.
3.3. Telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA Kabupaten.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang, Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis.
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.
d. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
4.1. Visi, dan Misi SKPD
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3. Strategi dan Kebijakan.
e.BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF.
f. BABIV INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

Pasal 4

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wajibkan menyusun
Rencana Strategis (RENSTRA) tersebut mengacu pada Sistematika

sebagaimana tercantum dalam pasal 3.

BAB IV
PENETAPAN

(1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA
SKPD) yang telah di susun oleh SKPD wajib disampaikan ke
BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas untuk dilakukan Verifikasi.

(2) Rencana Strategi Satuan Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD)
yang telah di verifikasi oleh BAPPEDA ditetapkan dengan

Keputusan Bupat Musi Rawas
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Perundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal [0 Oktcber 2011

BUPATI MUSI RAWAS,

-

IDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal |0 okicber 2011

SEKRETARIS DAERAH

BEMATA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2011 NOMOR 56



